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PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL 

 

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2007 tentang Energi, perlu menyusun kebijakan energi nasional. 

Bahwa rancangan kebijakan energi nasional telah mendapat persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Keputusan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/III/2013-2014 

perlu menetapka Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional 

 

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); 

UU No. 30 Tahun 2007 

 

- Dalam Peraturan Pemerintah Ini diatur Tentang : Kebijakan energi nasional 

merupakan kebijakan Pengelolaan Energi yang berdasarkan prinsip 

berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya 

Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi nasional. Sumber Energi 

dan/atau Sumber Daya Energi ditujukan untuk modal pembangunan guna 

sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan cara mengoptimalkan 

pemanfaatannya bagi pembangunan ekonomi nasional, penciptaan nilai 

tambah di dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja. Pengelolaan Energi 

khususnya pengelolaan Sumber Daya Energi belum dilakukan secara 

optimal untuk memenuhi kebutuhan Energi di dalam negeri. Sebagian 

Energi Primer masih dialokasikan untuk ekspor guna menghasilkan devisa 

negara dan sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara. Akibatnya, kebutuhan Energi di dalam negeri baik sebagai bahan 

bakar maupun bahan baku industri masih belum terpenuhi secara optimal 

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan memperhatikan kondisi 

keenergian saat ini dan sejumlah permasalahan yang dihadapi di sektor 

Energi maka Pemerintah perlu melakukan Pengelolaan Energi secara tepat 

baik pada sisi penyediaan (supply side management) maupun pada sisi 

pemanfaatan (demand side management) dalam rangka mewujudkan 

Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi nasional. Oleh karena itu, perlu 

disusun kebijakan energi nasional yang meliputi ketersediaan Energi untuk 

kebutuhan nasional, prioritas pengembangan Energi, pemanfaatan Sumber 

Daya Energi nasional dan Cadangan Penyangga Energi nasional. Kebijakan 

penyediaan Energi serta prioritas pengembangan Energi dan Cadangan 

Penyangga Energi nasional diarahkan untuk menjamin kemanan pasokan 

Energi nasional melalui pemanfaatan Sumber Daya Energi secara 

proporsional, baik Sumber Daya Energi non fosil seperti panas bumi, 

biomassa, tenaga aliran dan terjunan air, tenaga sinar matahari, tenaga 

angin, tenaga nuklir, tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, 



maupun Sumber Daya Energi fosil seperti minyak bumi, batubara, gas bumi, 

gas metana batubara (coal bed-methane). Sedangkan kebijakan pemanfaatan 

Sumber Daya Energi, diarahkan pada penggunaan Energi secara optimal 

dan efisien di seluruh sektor pengguna. Dengan perubahan paradigma di 

atas, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor Energi 

yang sebagian dapat digunakan untuk mendorong pengembangan sektor 

Energi antara lain melalui pencarian dan peningkatan cadangan Energi fosil, 

pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan, pemulihan fungsi 

Lingkungan Hidup, dan Konservasi Sumber Daya Energi. 

 

CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 

Oktober 2014.  

- Penjelasan 6 Hlm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


